
a bahwa dalam rangka melaksanakan ketennran Peraruran Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatao Insentif 
Pemungutan Pajak Daerab dan Retribusi Daerah dan keenruen Pas..-il b& 
Peraruran Daerah Knbupaten Bekasi Nomor l Tabun 2011 Tentang PaJak: 
daerah sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah K..tbupartn Bd.8$i 
Nomor 7 Tahun 2012, kepada instansi pelaksana pemnngtn Pa3al. Daereh 
perlu diberikan insennf agar pelaksana pemungut p.ajak daerah dapat bd,erja 
dengan optimal 

b bahwa berdasarkaa pertimbangan sebagaimana dimaksud dala.m huruf a, pcrlu 
diretapkan Peraiuran Bupau tentang fnsentif Pemungutan Pajak Daeran 
Tahun 2014. 

1 Undan~·Undane Nomor 14 Tahun 1950 tentane Pembentukan D,ienh-daerah . - . 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barnt (Berita Neg.1n1 Ta:tnm 
1950); 

2. Undang .. Undang Nomor I Tabun 200-4 tentang Perbendaharaan Neeara 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Komor 5. Tamb~ 
Lembaran Negara Repubhk Jndonesia Nomor 4355). 

3. Undang .. Undang Nomor 32 Tahun 20~ tentang Pemenmahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +l-J7) scbagairnam iclah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undaag-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Peruba.han Kedua ams Undang-Undang Nomor 3~ Tahun 2004 rentane 
Pemerintahan Daerah ~mbaran Negara Republik lndooesra Tabun 2008 
Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4~4), 

BUPATl BEKASI. 

TENT ANG 

INSENT!F PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014 

NOMOR ~ TAHUN 2014 

PERATIJRAN BUPATI BEKASI 

Mengingat 

Menimbang 



I J. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 temaog Kerenman 
Umum Pcrpajakao Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekas, Tahun :010 
Nomor 7); 

12. Perati:ran Oaerah Kabupaen Bekasi Nomor l Tabun 2011 Temang Pajak 
Daerah s.ebagaimana telah diubah dengan Peraruran Oaerah Kabepaten Bek3$1 
Nomor 7 Taboo 20l2 Tentang Perobahao Atas Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerab (Lembaran Daerah Kabeperea Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 teotang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerab Kabupaten 
Bekasi Tabun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peramran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahen 2012 teutang 
Perubahan Kedua Atas Perawrao Daerah Kabupaten Bekasi '.'lomor 7 Tamm 
2009 tentaug Organisasi Peraagkat Oaerah (Lembaran Daerah Kobopateo 
Bekasi Tahun 2012 Nomor 8}, 

10 Peraturan Daerah Kabupatcn Bcbsi Nomor 6 Tahun 2008 tenlatl£ Urusan 
Pemerinrabae Kabupaten Bekasi (Ltmbatan Daerah Kabspaten Bebs1 Tabuo 
2008 Nomor 6); 

4, Undang .. Undang Nornor JJ Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcumgan 
Amara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah (Lembara.n Negara R.cpubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambabon Lembaran Negara Repoblik 
Indonesia Nomor 4438): 

5. Undang-Uodang Nomor 28 Tahtm 2009 tentang Pajak Daerah dan Reuibusi 
Oaerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2009 Komor 130. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 

6 Undang-Undang Nomo, 12 Tahun 2011 tentang rembemukan Peranm:n 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 12, Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor +138): 

1. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahuo 2005 tentang Pengelolaan Keuaogan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2005 Nomor 1-1-0. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

8 Peraruran Pemeriniah Nomor 69 Tahun 2010 tenrang Tata Cara Petnbet1an da..n 
Pemanfaatan losentif Pemungutan Pajak Daerah dao Reuibusi Daerah 
I Lembaran Negara Republik Indonesia T ahuo 2010 Nomor 11 O). 

9, Peraruran Pemerinteh Nomor 91 Tahun 2010 teotang; Jenis PaJak Daerah yang 
Dipungut Berdasarkan Peneiapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 
Wajib Pajak (Lcmbarao Negara Republik Indonesia Tahuo 2010 '.':omor 153). 



Dalarn Peraniran mi yang dimaksud dengan 
I Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2 Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi; 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekreraris Daerah Kabuperen Bekass: 
4 Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asei Kabuparen Bekasr dan 

Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabuparen Bekasi . 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapataa, Pengelolaan Keuangaa dan Aset Ktl:>upaten 

Bekasi dao Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi. 
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi """J'b kepada da.,ah yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undaag-Undang, dmgan 
tidak mendapatkan imbalan secant langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bag, 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

7. Pemungutan adaJah suaru rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunao data ol,\t-k. dan subyek 
pajak. penetapan besarnya pajak terutaag sampai kegiatan penagihan pajak kepada ,.a11b pajak 

serra pengawasan penvetorannya: 
8. lnsenuf Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada instansa pelaksana pemungutan 

pajak daerah dan pihak laiu yang membantu pemungutan pajak daerah sebagai pe~ 
atas pencapaian kinerja pemungutan pajak daerah. 

9. Penanggungjawab Peegetolaao Keuangan Daerab, yang selanjutnya disebut Penanggungiawab 
adalah pejabat yang benanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bupati dan 
wakil Bupati, 

10. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. adalah pejebar yang bCrtl!ldak selal'U loord,nator 

pengelolaan keoangan daerab, yaitu Sek.J'eiaris Dae-rah, 
11. Instansi pemungut pajak yang solaojutoya disel>\11 mseansi pelaksana pemungutan, adalah Dinas 

Pendaparan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. 

Pasa! I 

BAB I 
KETENTUAN U~lU;\I 

PJi;RATlfRAN 8UPATI 'i'ENTANG INS£NT[F PEJ\llfNClfTAS PAJAK 

OAERAII TAllUN 2014 
Menetapkan 

15. Peraturan Bupan Bekasi Nomor I~ B Tabt111 2007 tentaeg Meka.nisme 
Peuyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungaa Pemerintah Kabupaten 
Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B); 

l~ Peraiuran Oaerab Kabupaten Bck.i)i Nomor I Tahun 2014 te.man, An~ 
Pendapatan daa Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014 
(Lcmbarao Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor ll. 

MEMUTUSKAN: 



\I) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dibenkaa ln.scntif 
pernungutan Pajak Daerah 

(2) tnsentif pemunguran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dile1apkan seoesar 
5 % (lime persen). 

(3) Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2) dibitung 
berdasarkan tahapan penerimaan uap jenis pajak yang telah dlsetor ke Kas Oaerah Kabupa.ten 
Bekasi 

(4) Besaran insentif untuk renaga lainnya pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pe.rdesaan dan 
Perkoraan diteiapkan sebesar 5 ~o (lima persen) dari besaran insennf yang ditcupkan 
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Bumt dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, 

(5) Besaran insentif untuk pihak lain yang membanw pemungutan Pajak Air Tanah ditetapkan 
sebesar IO % (sepulub persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdas.ark.an ke1en1uan 
dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Air Tanah. 

Pasal J 

masmg-masing; 
d. Desa/Kelurahao dan Kecamatan. Kepala Desa/Lurah dan Camar s<ba;;a, Tenadl LaUU1ya 

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
e Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Samber Daya Air Kabuparea Bekasi seb2:gai Pihak: 

Lain yang membantu pemungutan Pajak AirTanah. 

Pasal 2 

(1) lnsentif'diberikan kepada lnstansi Pelaksana Pemungutan Pajak Dserah 
{2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) secara proporsional dibayarkan kepada 

a Kepala Daerah d.an \Vakil Kepata Dac::rah sebagai penanggung jewab pengelolaan keuangan 
daernh. 

b Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, 
c Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungur Pajak Daerah dengan t.an\.'i.."Ung jawab 

INSENTII' PEMlil'\CUTAN PA.IAK DAER.Alf 

BABU 

12 Tenaga lainnya adalah renaga yang mendapat penugasaa unmk melaksa.nak.an pemungutan 

Pajak Bumi dao Bangunaa Perdesaan dan Perkotaan 
J3 Tenaga Jainnya yang meodapat penugasan untuk meleksaoakan pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dao Perkoraee adalah Ocsa!Kclwa.han dan Kecamatan. Kq,ala 

Desa/Lursh dan Camat. 
14 Pihak lain yang membanru pemungutan pajak adalah Dinas Bina Marga dan Pengelolaaa 

Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi 



( 1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menvusun pcnganggaran iasentif 
pemungutan pajak berdaserkan ketenruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

t 2) Penganggaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat CI) ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pas"1; 

Bag,an Kesatu 

Penganggaran Insentif Pemungutan 

BAB fJI 

Pl.:NGANGGAR..\N. l'E)ffiA\'AR.\,'i DA~ PERTA,'iCGlfXGJ..\\\A8A ' 

rxsrxrts PEMU:'.\G-lTA:- 

- 

TARGET I TARGETS/0 lAAGETS/0 I TARGET S/0 
NO JENIS PA.JAX TRJWULANI TRIWULAN II TRtwln.AN Ill TRIWUI.API rv 

" " " " 
1 2 3 4 I 5 I 6 

1 Pa:.ak. Hotel I 25 so I 70 100 

2 P-1j11k Rtstoran 25 60 75 100 

3 Pajak Hib-vr:in 25 I 45 70 100 

4 Pajak RekJam~ 20 •o 70 100 

I 25 SS 75 100 
s Pajak Ponerangan J.1ta,n 

6 Pajak Parlor 
25 so 75 I 100 

Pafak Sarani 6urung Walet 10 20 75 100 
1 

8 Pajak AJ.r Tanah I 20 so 60 100 I 
9 Pajak &Jtnl dan 811n,e:unan I 20 so 90 100 

PetdH,aan dan S&ngunan 

10 Bea Perol~an Hal< Atas 20 40 SS 100 
Tanah da.n B.ancunan 

Pasal 4 

( l) Pembenan Inseuuf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan unruk meningkatkan · 
a. kinerja instansi; 
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegav .. 'ai instansi. 
c. pendapatan daerah; dao 
d, pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Pemberian lnsemif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah berdasark:an pcncapaian 
ca.rgeL penerimaan Pajak Daerah per Tnwulan, 

(3) Target Penerimaan Pajak Daerah seriap jcnis pajak per Triwulan s-ebagai.ni.atla dimaksud dafaro 

ayat (2) ditetapkan sebagai berikut 



Pemberian lnsentif unruk tahun anggaran 2014 dibayarkan terhinmg mulai bulan Januari 1014 :-'3D.8 
dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah (APBD) Kabuparen Bekasi Tahun 
Anggaran 2014 berpedoman pada ketentuan Peraruran Bupati ini. 

BAB JV 
KETENTIIANPERA.LCH.~~ 

Pasal 8 

Pertanggungjawaban Pemberian lnsentif Pemengutan Pajak Daerah dilaksanak.an sesuai dengaa 
ketentuan pe1undang:-undanga;n yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Penanggungjawaban lnsentif Pemungcraa 

(I) lnsentif sebagaimana dirnaksud Pasal 2 dlbayatkan seriap Triwulan pada aw-al Triwulan 
berikutnya, apabila Lelah mencapai target kinerja Triwulan 

(2) Apabila target kinerja Triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk Triwulan tersebut 
dibayarkan pada awaJ Triwulan bcrikutuya, secelah mencapai targes. kintrja Tnwulan yang 

ditentukan, 
(3) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membata.lkan 

insentifyang wdah dibayarkan untuk trhvulan sebelomnya. 
(4) Dalam bal target penerlmaan pada akbir trlwulan TV realisasi mencapai 100 ,-. (seratus 

perserarus) atau lebih. lnsentif diberikaa uotuk triwulan yang belum dibayarkan. 
(5) Oalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 •o tempi telah 

mencapai mu melebihi target triwulao m. maka insentif d.iberikan untuk cn,,'Ulan ID dan 
triwulan sebelumnya yang belurn dibayarkan, 

(6) Dalam hal terjadi perubaban target Pendap.aun Asf Daerah Tahun Ang{faran ~Ol4 pembayaran 
lnsentif Pajak Daerab rnengacu dan berpedomaa kepada Perubahan .~.n.ggaran Pendaparan dao 

Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggarao :014 

Pasel 6 

Bagian Kedua 
Pembayaran Insenrif Pemung:uta.n 



- 

fl/ BUPAil BtKASI ,{ 

Cikarang Pusat 
J Peoruan 2014 

ditetapkan dt 
pada tanggal 

Peranua-n Bupati un dengan Agar sctiap orang mengerahuinya, memerintahkan penguadaogan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

Peraturan Bupaii ini berlakl1 pada tanggal diundaogkan. 

Pasal 9 

KETENTUAN PE:>.'UTUP 

BAB\' 


